Usai Paulus Tannos Ditangkap,
KPK Didesak Usut Keterlibatan
Puan, Ganjar dan Pramono di
Kasus e-KTP
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ORINEWS.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta
menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik
menyusul telah ditangkapnya buronan Paulus Tannos alias Thian
Po Tjhin (PT) di Singapura.

Diketahui sejumlah pihak disebut ikut menerima uang pelicin
dalam proyek e-KTP, termasuk tiga politisi PDIP, masing-masing
Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Pramono Anung. Ketiganya
diduga terlibat saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI.

“Siapapun, mau anak Ketua Partai, Ketua DPR, atau Ketua MPR,
kalau memang terlibat, harus diproses hukum. Apalagi fakta itu
sudah terungkap di persidangan,” ujar Pakar Hukum Pidana
Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf saat dihubungi oleh
Inilah.com, Sabtu (25/1/2025).

Hudi mendesak KPK segera menuntaskan kasus 1ini. Ia
memperingatkan, jangan sampai terjadi preseden buruk di mana
pihak yang dekat dengan kekuasaan justru tidak diproses hukum.
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“Siapapun yang terlibat, baik anggota Dewan maupun pejabat
partai, harus diproses. Kalau kasus ini terus didiamkan, maka
citra KPK sebagai lembaga penegak hukum akan rusak. Kita tidak
ingin hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,”
tegasnya.

Lebih lanjut, Hudi mengkritik keras KPK jika terus mendiamkan
kasus ini, apalagi setelah tertangkapnya buronan kasus e-KTP,
Paulus Tannos, di Singapura.

“Jika KPK tidak memproses koruptor, itu bukan hanya jahat,
tapi juga pengkhianatan kepada rakyat. Ini kejahatan yang
bertumpuk-tumpuk,” tambahnya.

Fakta Persidangan Sebelumnya

Dalam persidangan kasus korupsi e-KTP sebelumnya, pada Kamis
(22/3/2018), terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto,
mengungkapkan bahwa ia mendengar ‘ada uang yang diserahkan
kepada Puan Maharani dan Pramono Anung, masing-masing sebesar
US$500.000' atau sekitar Rp6,8 miliar.

Setya Novanto menyatakan bahwa informasi tersebut ia dapatkan
dari pengusaha Made Oka Masagung dan Andi Narogong yang
menyampaikan kepadanya di rumah.

Saat itu, Puan Maharani menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di
DPR, sedangkan Pramono Anung adalah anggota DPR.

“Bu Puan Maharani, Ketua Fraksi PDI-P, dan Pramono adalah
500.000 dollar AS. Itu keterangan Made Oka,” ujar Setya
Novanto kepada majelis hakim saat diperiksa sebagai terdakwa.

Sementara 1itu, mantan anggota DPR, M. Nazaruddin, dalam
persidangan lainnya menyebutkan bahwa ia pernah melihat Ganjar
Pranowo, Jafar Hafsah, dan Chairuman Harahap menerima uang
terkait proyek e-KTP. Namun, Ganjar disebut sempat menolak.

“Saudara menyebutkan ada beberapa orang melihat langsung



menerima uang seperti Pak Ganjar. Saya membaca putusan
terdahulu, keterangan saksi memang Pak Ganjar awal menolak?”
tanya jaksa KPK Abdul Basir kepada Nazaruddin dalam sidang
lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya
Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/2/2018).

“Iya, karena waktu itu semua wakil ketua dikasih 100 ribu
dolar dan Pak Ganjar nggak mau,” ujar Nazaruddin.

“Pak Ganjar minta berapa?” tanya jaksa kembali.
“USD 500 ribu,” jawab Nazaruddin.

Setelah itu, Nazaruddin menyebut Ganjar akhirnya menerima USD
500 ribu. Ia bahkan mengaku melihat langsung saat uang itu
diterima Ganjar.

Penangkapan Paulus Tannos

Buronan kasus korupsi pengadaan KTP-el, Paulus Tannos alias
Thian Po Tjhin, ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation
Bureau (CPIB) di Singapura pada 17 Januari 2025. Saat ini,
Paulus Tannos ditahan di Changi Prison setelah Pengadilan
Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara.

Penahanan tersebut merupakan bagian dari mekanisme Perjanjian
Ekstradisi RI-Singapura. Pihak KPK, Kementerian Hukum dan HAM,
Polri, serta Kejaksaan Agung telah memulai proses pemenuhan
dokumen untuk memulangkan Tannos ke Indonesia.

Pada 13 Agustus 2019, KPK menetapkan empat tersangka baru
dalam pengembangan kasus korupsi e-KTP, yakni Direktur Utama
PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos, Direktur Utama Perum
Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, anggota DPR RI
periode 2014-2019 Miryam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim
Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP elektronik Husni
Fahmi.

Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Namun,



Paulus Tannos sempat melarikan diri ke luar negeri dengan

mengganti nama dan menggunakan paspor negara lain sebelum
akhirnya tertangkap.

Kasus ini kembali menjadi sorotan publik, terutama terkait
keterlibatan sejumlah nama besar. Publik menunggu langkah
tegas KPK untuk membuktikan bahwa hukum berlaku adil bagi

semua pihak, tanpa memandang jabatan atau kedekatan dengan
kekuasaan.[]



